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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

. a.

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan
Bangunan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis,
terdapat pengalihan kewenangan dalam aspek pengelolaan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali dan
diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2004 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2001 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun
2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
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Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Ciamis, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21

Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dua

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun
2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, diubah untuk ketiga
kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang baru;

Dinas adalah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber
Daya Mineral Kabupaten Ciamis;

Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
Kabupaten Ciamis;
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BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis;

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik  keciptakaryaan,
kebinamargaan dan bangunan pengairan yang digunakan sebagi
sarana kegiatan manusia;

Bangunan khusus adalah lingkungan yang terwujud oleh sebab kerja
manusia yang berdiri diatas atau terpendam dalam tanah atau
bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk
ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya;

Bangunan Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dari
campuran batu kali, pondasi plat beton dinding tembok, baik memakai
konstruksi beton bertulang maupun atap genting, sirap, asbes, seng,
alumunium dan piberglas;

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur
campuran batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau
papan, reng kayu atau besi, penutup genting, asbes atau seng;

Bangunan Remporer/Darurat adalah bangunan dengan pondasi dari
umpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting,
asbes dan seng;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang melipputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi
yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap atau
Bentuk Badan Usaha Lainnya;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
pasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungannya;

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu
bangunan yang dimaksudkan disain pelaksanaan pembangunan, dan
banguna sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai
dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai
dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan
tertentu;

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pemberian Izin Membuat Bangunan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi arau badan, termasuk
merubah bangunan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Membuat
Bangunan;



19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Daerah Manfaat Jalan atau DAMAJA adalah sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang
ditetapkan oleh pembina jalan dan hanya diperuntukan bagi median
perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar,
lorong ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong dan
bangunan pelengkap lainnya;

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan mengadakan
bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali,
menimbun atau memanfaatkan tanah yang berhubungan dengan
pekerjaan mengadakan bangunan;

Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah
bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar membongkar yang
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;

Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu
sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan
batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang
tidak boleh dibangun bangunan-bangunan;

Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;

Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;

Koefisien ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan yang diukur dari
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi
untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai
dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yanng menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit tersebut lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau yangn seharusnya tidak
terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
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Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keteragan lainnya dalam
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disingkat penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

(1)
(2)
(3)

Pasal 4
Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin
mendirikan suatu bangunan.
Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi,
Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang memperoleh Izin
Mendirikan Bangunan.

. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e, ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga
keseluruhan Pasal berbunyi :

(1)

(2)

Pasal 13

Penetapan besarnya tarif retribusi bangunan yaitu :

a. Mendirikan bangunan Rumah Tinggal, dihitung sebesar 1% (satu
perseratus) dari biaya bangunan;

b. Mendirikan bangunan Perusahaan, dihitung sebesar 2% (dua
perseratus) dari biaya bangunan;

C. Mendirikan bangunan Hotel, dihitung sebesar 2% (dua
perseratus) dari biaya bangunan;

d. Mendirikan bangunan tempat Praktek, Bidan, Rumah Sakit

Swasta, Kantor Perusahaan Berbadan Hukum dan Koperasi
dihitung sebesar 1% (satu perseratus) dari biaya bangunan;

e. Mendirikan bangunan Sosial Pelayanan Umum dan bangunan
Utilitas, dihitung sebesar !/,% (setengah perseratus) dari biaya
bangunan.

Disamping membayar biaya Izin Mendirikan Bangunan, pemohon
diwajibkan pula membayar :

a. Biaya pendaftaran sebesar 1 %, (satu perseribu) dari biaya
bangunan;

b.  Biaya situasi sebesar 2 %/ (dua perseribu) dari biaya bangunan;

Biaya penelitian dan pemeriksaan gambar sebesar 3 %/ (tiga
perseribu) dari biaya bangunan;



d. Biaya pengawasan sebesar 2 %/, (dua perseribu) dari biaya
bangunan;

(3) Perombakan rehabilitasi bangunan ditetapkan sebesar 50% x Rp.
Biaya Retribusi IMB ditambah biaya pengawasan, penelitian dan
pemeriksaan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini;

(4) Bangunan peribadatan dan bangunan keperluan pendidikan serta
pelayanan umum/sosial dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya
dari biaya Izin Mendirikan Bangunan oleh Bupati, kecuali untuk biaya
pendaftaran, situasi, penelitian/pemeriksaan gambar serta biaya
pengawasan, dan dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 19

Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan, pemohon diwajibkan
mengajukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati melalui
BPPT.

. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 21

(3) Pembayaran dan penyetoran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi ke
Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 22

(1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila wajib retribusi tidak atau
kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(3) Tata Cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 26

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini
sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.



8. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan Pasal 29 A yang berbunyi :

Pasal 29 A

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi mengacu
kepada peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 31 A ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 31 A

(1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPPT bersama-sama
dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta SKPD/lembaga
terkait lainnya.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. D. HIDAYAT. K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 7



L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21
TAHUN 2000 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

UMUM

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, retribusi daerah salah
satu sumber pendapatan daerah yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat
sehingga perlu dijaga agar dapat memberikan beban yang adil dalam peningkatan dan
bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, terjadi pengalihan kewenangan
dalam aspek pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 , perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam

Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang

sama sehingga kesalahpahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.
Angka 2

Cukup jelas
Angka 3

Cukup jelas
Angka 4

Cukup jelas
Angka 5

Cukup jelas
Angka 6

Cukup jelas
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Angka 7

Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Pasal II
Cukup Jelas
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